S BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Abwmar - 3 Tongkonan Ada” Noo 3 Makale - lana lorma, 21811
Founl  tanatoraga bawaslue gimatl com

Nomor  : 444 /PM.00.02/K.SN-19/11/2024 Lt November 2024
Sifat . Penting

Lampiran : -

Hal . Larangan melakukan aktivitas Kampanye Pada Masa Tenang

Yth.

1. dr. Zadrak Tombeg, Sp. A. & Erianto Laso’ Paundanan, S.H., M.H.

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 1)
2. Victor Datuan Batara, S.H. & Drs. John Diplomasi

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 2)
di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan
Masif;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilih Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye




2)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum  Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

10. Surat Instruksi Bawaslu Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan
Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 pada masa tenang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan
aktivitas Kampanye Pemilihan”.

2. Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye
sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari
pemungutan suara”.

3. Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:
k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

4. Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tana Toraja




3)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal
waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem yang demokratis,
berintegritas dan berkepastian hukum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:

1. tidak melakukan kegiatan kampanye dan/atau kegiatan lainnya yang mengarah
kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan
Pasangan Calon pada masa tenang mulai dari Tanggal 24 November 2024
sampai dengan Tanggal 26 November 2024,

2. tidak melakukan aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan
kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan
sebagainya pada masa tenang;

3. menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya
masa tenang;

4. tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa
elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;

5. melakukan pembersihan Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye
(APK) sebelum dimulainya masa tenang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Plh. Ketua,

Theofilus Lias Limongan, S.Th.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua KPU Tana Toraja;
3. Pertinggal.
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